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ABSTRAK

Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama 
semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap dari 
konsumen yang kemudian menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah. Sehingga perlindungan 
terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat 
semakin tingginya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi 
produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasaDalam pembangunan di bidang ekonomi, 
pemerintah berkewajiban memberikan bimbingan, pengarahan dan perlindungan agar tercipta iklim 
yang sehat dan perkembangan dunia usaha khususnya dunia perdagangan. Salah satu arti pentingnya 
dan memberikan penjelasan kepada konsumen tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya 
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Maka 
yang menjadi fokus permasalahannya adalah perlindungan hukum terhadap konsumen tabung gas 
elpiji 3 kg dan penyelesaian sengketa terhadap konsumen tabung gas elpiji 3 kg ditinjau dari UU 
Nomor 8 Tahun 1999. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis 
empiris, yaitu penelitian hukum yang didasarkan fakta di lapangan yang diambil dari wawancara 
secara langsung dengan pihak PT Pertamina UP III Pemasaran Palembang dan Yayasan Lembaga 
Konsumen Indonesia Sumsel dengan penarikan kesimpulan secara induktif PT Pertamina memberikan 
perlindungan terhadap konsumen dengan memproduksi tabung-tabung gas yang berstandar nasional, 
Pertamina untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen ialah melalui 
memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai tata cara pemakaian elpiji yang baik dan 
benar. Sedangkan YLKI berperan sebagai lembaga yang mengawasi atau yang memberikan 
perlindungan kepada konsumen atas peredaran dan pemakaian tabung gas elpiji 3 kg.

cara
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BABI a

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi industri di Inggris yang dimulai pada abad ke-18 dapat dianggap

sebagai awal dari proses perubahan pola kehidupan masyarakat yang semula 

merupakan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Berkembangnya dan 

semakin pesatnya teknologi kemudian mendorong pula peningkatan volume produksi 

barang dan jasa. Perkembangan tersebut juga mengubah hubungan antara penyedia

produk dan pemakai produk. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul 

kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap dari konsumen yang 

kemudian menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah.

Pada akhirnya, perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil 

maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat semakin tingginya ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan 

efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai 

sasaran usaha. Gerakan perlindungan konsumen sudah sejak lama dikenal di dunia 

Barat. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Resolusi Perserikatan Bangsa-

1
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Bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985, yang menyebutkan kepentingan konsumen yang

harus dilindungi meliputi:1

a) Perlindungan konsumen dari 

keamanannya;

b) Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;

c) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan 

kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak 

dan kebutuhan pribadi;

d) Pendidikan konsumen;

e) Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;

f) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.

Republik Indonesia menganut falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup

bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, guna memberikan

jaminan terhadap hak-hak konsumen, maka dibuatlah suatu Undang-Undang tentang

Perlindungan Konsumen sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun

bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan

1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 No. 42) sebagai suatu produk hukum. Falsafah

hukum perlindungan konsumen juga adalah Pancasila. Guna memenuhi butir-butir

falsafah tersebut, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen menegaskan, bahwa perlindungan konsumen Indonesia berasaskan

“manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian

Celina Tri Siwi Kristiyanti. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.
Hal. 4
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hukum”. Hal tersebut juga merupakan wujud dari upaya Indonesia untuk memberikan 

jaminan hukum atau perlindungan hukum terhadap konsumen.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan 

khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan 

berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kenyataannya, 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas selalu dibatasi dengan ketersediaan sumber 

daya untuk memenuhinya. Keterbatasan pemenuhan kebutuhan tersebut 

mengakibatkan opportunity cost bagi manusia dalam menentukan pilihan alokasi 

sumber daya yang dimilikinya. Salah satu masalah keterbatasan manusia di jaman 

modem ini adalah bahan bakar, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Hal ini 

dikarenakan BBM merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. 

Kondisi tersebut dialami oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia.2

Melihat hal tersebut maka pemerintah mencarikan solusi supaya masyarakat 

dapat berhemat dalam pemakaian bahan bakar untuk sehari-hari. Di sisi lain 

pemerintah juga tidak tinggal diam dengan turut menghemat atau mengalokasikan 

anggaran dana APBN untuk hal lain. Oleh karena itulah pemerintah mengeluarkan 

kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji, yang mana jika dilakukan penghitungan 

yang cermat maka masyarakat dengan biaya yang sama dapat menggunakan elpiji 

yang lebih menguntungkan daripada minyak tanah. Tetapi sayang dalam 

pelaksanaannya ternyata benar-benar tidak semudah yang diharapkan, dimana

2 MlP;//widytaurus.wordprcss.com/2008/05/06/konversi-minvak-tanah-ke-lnp/ diakses Dada 
tanggal 2 Oktober 2010
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persoalan ini masih menemui banyak hambatan,yang diantaranya disebabkan karena 

masyarakat sudah terbiasa menggunakan minyak tanah, apalagi pemerintah terlalu 

mendadak dan tidak terencana secara komprehensif. Program kebijakan pemerintah 

ini dilakukan dalam bentuk program pengalihan subsidi dan penggunaan minyak 

tanah oleh masyarakat ke gas elpiji 3 kilogram melalui pembagian paket elpiji 3 

kilogram beserta isi, kompor, regulator dan selang secara gratis kepada masyarakat 

yang memiliki kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, pemerintah melakukan keija sama 

dengan perusahaan pengelolaan industri gas elpiji 3 kilogram yang selama ini 

dilakukan oleh PT Pertamina. PT Pertamina sendiri merupakan perusahaan gas elpiji 

3 kilogram yang dimiliki Pemerintah Indonesia (Nasional Oil Company), yang berdiri 

sejak tanggal 10 Desember 1957. PT Pertamina berstatus Badan Usaha Milik Negara

(BUMN). Pada pelaksanaannya, PT Pertamina yang memproduksi gas elpiji 3

kilogram melayani kebutuhan energi dalam negeri dengan mengelola kegiatan operasi 

yang terintegrasi di sektor gas elpiji 3 kilogram, dan panas bumi.3 Maka dari itu,

posisi dari PT Pertamina disini ialah sebagai produsen, sedangkan masyarakat 

bertindak sebagai konsumen atau pemakai dari barang produksi PT Pertamina berupa

gas elpiji 3 kilogram.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen 

karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan. Namun

3hhtp://www.bphmrGas Elpiji 3 Kilogram.go.id^phmiGas Elpiji 3 Kilogrampages/
generalinfo/about.us.html diakses pada tanggal 1 oktober 2010.

http://www.bphmrGas
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disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku 

usaha dengan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen cenderung selalu berada 

dalam posisi yang lemah. Sehingga konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk 

meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.

Pada kenyataannya, kebijakan konversi minyak tanah ke gas yang cenderung 

dipaksakan dan mendadak itu, banyak membuat rugi pemakai gas elpiji 3 kilogram 

tersebut. Beberapa masalah yang membuat pemakai gas elpiji 3 kilogram merugi, 

misalnya kecelekaan seperti tabung gas meledak, regulator dan selang yang tidak 

sesuai standar. Berikut ini merupakan ciri-ciri produk gas elipji 3 kilogram yang 

merupakan hasil konversi minyak tanah yang sesuai standar.

Gambar 1. Contoh Paket Elpiji 3 Kilogram Standar
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Apabila terjadi kecelakaan seperti meledaknya tabung gas elpiji 3 kilogram 

tersebut, terdapat 2 (dua) kemungkinan. Pertama, bahwa memang benar-benar tabung 

gas atau paket dari kompor yang tidak sesuai standar. Kedua, bila memang kurang
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pahamnya masyarakat terhadap penggunaan gas elipiji 3 kilogram, yang disebabkan 

karena masyarakat Indonesia sudah lebih sering menggunakan kompor minyak tanah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, jika suatu produk merugikan konsumen, maka produsen 

wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen, dan 

konsumen mempunyai hak untuk menuntut kerugian yang mereka derita. Kewajiban 

dan hak tersebut tetap melekat meskipun antara produsen sebagai pelaku usaha dan 

konsumen sebagai korban tidak terdapat persetujuan terlebih dahulu sebelumnya.4

Oleh sebab itu, apabila PT Pertamina tidak memberikan perlindungan 

terhadap konsumen atau pemakai tabung gas elpiji 3 kilogram sesuai dengan standar, 

maka PT Pertamina dapat dimintakan pertanggungjawaban. Mekanisme yang dapat 

ditempuh oleh konsumen yaitu dapat mengadukannya kepada lembaga yang berwajib 

atau lembaga yang berwenang untuk mengusut hal tersebut. Dalam hal ini yaitu 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang merupakan lembaga swadaya 

masyarakat yang bergerak dalam bidang pemberian advokasi kepada konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berkeinginan untuk membahas dalam 

penulisan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen 

Pemakai Tabung Gas Elpiji 3 Kilogram ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.

4 N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen: Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab 
Produk, Penerbit Panta Rei, 2005, hal. 1
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B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi

ini adalah:

Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai tabung gas 

elpiji 3 kg menurut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap konsumen tabung gas elpiji 3 kg 

menurut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen?

1.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis skripsi ini, secara umum adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen tabung gas elpiji

3 kilogram ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen.

2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap konsumen tabung gas

elpiji 3 kilogram ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen.
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi dua kategori, yaitu:

1. Manfaat praktis, dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran untuk lebih 

meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan tanggungjawab para pihak-pihak 

yang terkait, baik dari konsumen, pelaku usaha maupun pemerintah.

2. Manfaat teoritis, dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum umumnya dan bidang hukum 

perlindungan konsumen, khususnya tentang perlindungan hukum dan 

penyelesaian sengketa tabung gas elpiji 3 kilogram ditinjau dari Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

E. Ruang Lingkup

Perlindungan terhadap konsumen merupakan bidang kajian yang mempunyai 

cakupan yang cukup luas, karenanya agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang 

dari permasalahan sehingga dapat terarah dan sesuai dengan obyek permasalahan dan 

judul, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada masalah kajian 

yuridis tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai tabung gas elpiji 3 

kilogram ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen.
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F. Metode Penelitian

Dalam usaha pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, penulis 

mengadakan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Permasalahan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang didasarkan fakta di lapangan.5 

Penelitian ini bermaksud meneliti dan menganalisis tentang perlindungan

hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. Namun tidak menutup kemungkinan penelitian ini

menggunakan pendekatan yuridis empirik menggunakan data primer dan data 

sekunder sebagai data penunjang atau pelengkap, melalui penelusuran suatu

peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, serta bahan-bahan hukum

lainnya yang bermaksud menggali dan menemukan norma-norma hukum 

yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini hanya bersifat deskriptif yang meneliti 

menggambarkan dan menjelaskan gejala hukum yang hidup di dalam 

masyarakat.

serta

lft0, , , Soeriono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press 1986, hal. 52. ’ Jakarta,
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3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer; yaitu data yang didapat secara langsung dengan 

mengadakan penelitian di lapangan, melalui wawancara dengan pihak 

terkait, yaitu pihak pertamina yang diwakili oleh Bapak Cesario Ali 

Farhan selaku staff Perencanaan dan Pengendalian Gas Domestik pada 

UP III Pemasaran, dan dari pihak YLKI yang diwakili oleh Ibu Vina 

Yulianti selaku Sekretaris YLKI Provinsi Sumatera Selatan.

2) Data Sekunder, yaitu data yang didapat melalui penelitian 

perpustakaan dan literatur.

b. Sumber Data

Data sekunder yaitu data yang dikaji berupa peraturan perundang- 

undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini dan 

di samping itu juga dipergunakan data primer yang diperoleh langsung

dari responden sebagai data penunjang. Adapun data sekunder yang

dimaksud terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan

terdiri dari:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen;
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- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

3 50/MPP/Kep/l 2/2001; dan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

Buku-buku literatur;

Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah

lainnya;

Internet;

Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung

dengan objek kajian penulisan.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, meliputi:

Kamus;

Koran, majalah, atau jurnal; dan

Referensi-referensi lain yang relevan dengan penulisan skripsi ini.
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4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi ini, 

penulis mengambil lokasi di Kota Palembang yang meliputi PT Pertamina UP 

III Pemasaran, Jalan Ahmad Yani 16 Ulu, Plaju, Palembang dan Yayasan 

Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), bertempat di Komplek Puri Demang 

Raya, Blok Edelwise No. 1, Palembang.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, baik data primer maupun 

data sekunder, maka penulis menggunakan metode:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer secara

langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data

berupa observasi dan wawancara secara langsung dengan Yayasan

Lembaga Konsumen Indonesia, dan PT Pertamina selaku produsen yang 

memproduksi gas elpiji 3 kilogram tentang bagaimana memberikan 

perlindungan kepada konsumen.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder 

dengan cara menulusuri bahan-bahan hukum secara teliti terhadap buku- 

buku, makalah seminar dan bahan-bahan ilmiah lainnya serta peraturan
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perundangan-undangan yang berlaku yang sesuai dengan permasalahan 

yang akan dianalisis.

6. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh selanjutnya 

dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam arti data 

yang diperoleh akan diuraikan secara sistematis dan dikembangkan untuk 

menarik suatu kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.

Teknik analisis data kualitatif,6 berakar pada latar alamiah sebagai 

keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan 

metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan 

sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dasar, bersifat deskriptif, 

lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, 

memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan 

penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh 

kedua belah pihak; peneliti dan subjek penelitian.

Dasar teoritis penelitian bertumpu pada pendekatan fenomenologis, 

berusaha memahami subjek dari segi pandangan mereka sendiri. Interaksi 

simbolik mendasarkan diri atas pengalaman manusia yang ditengahi dengan 

penafsiran; segala sesuatu tidak memiliki pengertian sendiri-sendiri, 

sedangkan pengertian itu dikenakan padanya oleh seseorang sehingga dalam 

6 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.
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hal ini penafsiran menjadi esensial. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis 

berusaha memberikan pengenalan terhadap konsep penelitian kualitatif, baik 

dilihat dari segi konsep itu sendiri, ciri-cirinya maupun dasar teoritis yang

melatarabelakanginya.

Penarian kesimpulan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu 

menggunakan metode penarikan kesimpulan secara induktif. Metode induktif

banyak digunakan dalam metode penelitian empiris, yang digunakan untuk

penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan 

umum.7

7 http://id.shvoong.com/humanities/philosophy/1787024-logika-deduksi-dan-induksi/

http://id.shvoong.com/humanities/philosophy/1787024-logika-deduksi-dan-induksi/


78

DAFTAR PUSTAKA

Buku:
Harahap, Yahya. Beberapa Tinjauan Mengenal Sistem Peradilan dan Penyelesaian 

Sengketa. Citra Aditya Bakti. 1997.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika. Jakarta. 
2008.

Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. PT Raja 
Grafindo Persada. 2004.

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung. 1999.

N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Pantai Rei, Jakarta, 
2005.

Rahaijo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Angkasa. Bandung. 2000.

Salim, Hukum Pertambangan di Indonesia. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta. 
2004.

Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Gramedia. Jakarta. 2004.

Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Penerbit PT Citra 
Aditya Bakti. Bandung. 2006.

Soekanto, Soeijono. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press. 
Jakarta. 1986.

Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. 2007.

Susanto, Happy. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Yogyakarta, Visi Media. 2008.

Tiur Marlina Sllalahi, Perlindungan Hukum bagi Pengguna Nada Sambung Pribadi 
Telkomsel\ Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2008.

Usman, Rachmat. Hukum Ekonomi Dalam Dinamika. Djambatan. Jakarta. 2002.

Makalah:
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan. Makalah 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 
Jakarta. 2002.



79

Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 
dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Pedoman Tata Cara 
Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK), Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta, 
2002.

Peraturan perundang-undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Internet:
http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1374,

oleh Emerson Yuntho, Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, diakses pada 
tanggal 20 Oktober 2010

hhtp://www.bphmiGas Elpiji 3 Kilogram.go.id/p/bphmiGas Elpiji 3 Kilogrampages/ 
generalinfo/about_us.html diakses tanggal 20 Januari 2009 diakses tanggal 4 
Maret 2009.

hhtp://www.pertamina.com/index.php?option=comcontent&task=view&id=3174& 
Itemid=3 40 diakses tanggal 4 Maret 2009.

http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=konsumen diakses tanggal 20 
Agustus 2010.

http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php diakses tanggal 20 Agustus 2010.

http://www.tiinardy.com/artikel/perlindungan-konsumen/asas-dan-tuiuan-hukum-
perlindungan-konsumen/diakses tanggal 20 Agustus 2010

http • //id .shvoong .com/humanities/philosophv/1787024-logika-deduksi-dan- induksi/

http://gasdom.pertamina.com/profil sekilas gasdom.aspx 

http://gasdom.pertamina.com/profil visi dan misi.aspx

Lain-Lain:
Bahan kuliah Hukum Perikatan oleh Mohjan S.H., M.Hum, Dosen Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya

http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1374
http://www.bphmiGas
http://www.pertamina.com/index.php?option=comcontent&task=view&id=3174&
http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=konsumen
http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php
http://www.tiinardy.com/artikel/perlindungan-konsumen/asas-dan-tuiuan-hukum-
http://ga
http://ga


80

Bahan Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen oleh Sri Handayani, S.H., M.Hum, 
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Wawancara dengan Cesario Ali Farhan, stafF Perencanaan dan Pengendalian Gas 
Domestik UP III Pemasaran Pertamina dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 
25 Oktober 2010.

Wawancara dengan Ibu Vinna Yulianti, Sekretaris YLKI Sumatera Selatan 
dilaksanakan hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010.


